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Peranan Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga
Undang-Undang Dasar Republik lndonesia Tahun 1945

Azhar
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

JSPS Fellow, Graduate School of Law, Hokkaido University., Sapporo, Japan
Email: a a z h a r_2 0 0 0 @y a h o o. c o m

1. Pendahuluan i

Reformasi nasional tahun 1998 telah
membuka peluang perubahan mendasar
atas Undang-undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945
(kemudian akan kita sebut UUD Rl 1945)
yang disakralkan oleh Pemerintah Orde
Baru untuk tidak direvisi. Setelah
reformasi, konstitusi lndonesia telah
mengalami perubahan dalam satu
rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun
1999, 2000, 2001, dan 2A02 (UUD Rl
1945). Salah satu perubahan ciari UUD Rl
1945 adalah ciengan telah diadopsi
prinsip-prinsip baru dalam sistem
ketatanegaraan antara lain prinsip
pemisahan kekuasaan dan'checks and
balances' sebagai pengganti sistem
supremasi parlemen. Dalam Pasal 24C
hasil perubahan ketiga UUD Rl 1945,
dimasukkannya ide pembentukan
Mahkamah Konstitusi kedalam konstitusi
negara kita sebagai organ konstitusional
baru yang sederajat kedudukannya
dengan organ konstitusi lainnya. Fungsi
Mahkamah Konstitusi telah dilembagakan
berdasarkan Undang-undang Nomor 24
tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(UU No. 24, 2003), sejak tanggal 13
Agustus 2003. Hal ini disahkan dengan
adanya ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD
Rl 1945 yang menentukan:
"Pengangkatan dan pemberhentian Hakim
Konstitusi, hukum acara serta ketentuan
lainnya tentang Mahkamah Konstitusi
diatur dengan undang-undang." Oleh
karena itu, sebelum Mahkamah Konstitusi
dibentuk sebagai mestinya, Undang-
undang tentang Mahkamah Konstitusi
terlebih dahulu ditetapkan dan
diundangkan pada tanggal 13 Agustus
2003 dalam Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4316.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tell:lr
dilakukan dengan proses rekruitmen calon
hakim menurut tata cata yang diatur
dalam Pasal 1B ayat (1) Undang-Llric{lrr:i:l
Nomor 24 Tahun 2003 yang bcluLti ,:i
'Hakim Konstitusi diajukan masing-masing
3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3
(tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orai-r;;
oleh Presiden, untuk ditetapkan dengair
Keputusan Presiden.

Mahkamah Konstitusi secara resmi
dibentuk dengan adanya Undang-undar,g
Nomor 24 tahun 2003 dan se-.teilll
pelantikan dan pengucapan surrrpaii
tanggal 16 Agustus 2003, maka
kewenangan transisi Mahkamah /,ri;iLi:i'
yang dibebani tugas oleh pasal lll Atur:i
Peralihan UUD Rl " 1945, untuk
melaksanakan segalE kewenangan
Mahkamah Konstitusi telah berakhir"
Untuk itu pada bagian berikut ini akan kita
bahas kewenangan mahkamah konstitus!
sebagai alat untuk melaksanakan
peranannya sebagai penjaga konstitusi
seperti yang diatur dalam UUD Rl 1945.

2. Peranan Mahkamatr Konstitusi

Dalam menjalankan peranannya sebagai
penjaga konstitusi, yaitu melakukan
kekuasaan kehakiman seperti diatur
dalam ketentuan Pasal24 ayat (2) UUD Rl
1945. Sedangkan yang dimaksud dengan
kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan mahkamah konstitusi diberi
beberapa kewenangan (Pasal 24 ayal (1)
UUD Rl 1945). Adanya sebuah
kekuasaan kehakiman yang bebas adaial:
salah satu prasyarat bagi negara hukum
disamping syarat-syarat yang lainnya.
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Untuk memahami peran yang dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi, haruslah dikaji
dengan komprehensif kewenangan-
kewenangan yang diberikan oleh UUD Rl
1945 kepada lembaga ini. Pasal 24 C ayal
(1) menyebutkan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang untuk mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir dimana
putusannya bersifat final. Dari ketentuan
tersebut berarti Mahkamah Konstitusi
bersifat tunggal yang tidak mempunyai
peradilan yang berada dibawahnya dan
tidak merupakan bawahan dari lembaga
lain. Hal ini berbeda dengan Mahkamah
Agung yang mempunyai peradilan-
peradilan dibawahnya dan merupakan
puncak dari peradilan-peradilan yang
berada dibawahnya. Dengan
ketunggalannya dapat dikatakan bahwa
Mahkamah Konstitusi adalam sebuah
forum khusus untuk melakukan
kewenangannya. Didalam menjalankan
perannya sebagai penjaga konstitusi,
maka Mahkamah Konstitusi Republik
lndonesia diberi kewenangan seperti yang
diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Rl
1945 yang kemudian dipertegas dalam
Undantg-undang No. 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang
menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili:
a. Menguji undang-undang terhadap

UUD RI 1945;
b. Memutus sengketa kewenangan antar

lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD
Rl 1945;

c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasil

pemilu;
e. Memberi putusan atas pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat bahwa
Presiden dan/atau Wwakil Presiden
diduga telah melakukan pelanggaran
hukum berupa penghianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan
tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Ppresiden, sebagaimana
dimaksud dalam UUD Rl 1945.

Pelanggaran hukum yang diduga
dilakukan presiden yang disebut dalam
pasal 10 ayat (2) UU No. 24, 2003, telah
diperjelas dalam ayat (3) dengan memberi
batasan sebagai berikut:

a. Penghianatan terhadap negara adala
tindak pidana terhadap keamanan
negara sebagaimana diatur dalam
undang-undang;

b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak
pidana korupsi atau penyuapan
sebagaimana diatur dalam undang-
undang;

c. Tindak pidana berat lainnya adalah
tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;

d. Perbuatan tercela adalah perbuatan-
perbuatan yang dapat merendahakan
martabat Presiden dan/atau Wakil
Presiden;

e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai
presiden dan/atau wakil presiden
adalah syarat sebagaimana dtentukan
dalam pasala 6 UUD Rl 1945.

Dari kewenangan yang disebutkan diatas
terlihat bahwa sengketa yang
diperkarakan dan diadili Mahkamah
Konstitusi sangat banyak berkaitan
dengan proses politik, sebagian besar
merupakan perselisihan yang syarat
dengan sifat politik sebagai salah satu
karakteristik sengketa. Jadi yang
dikemukakan oleh Agung Laksono, Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa
Mahkamah Konstitusi Untuk tetap
memegang komitmen dalafr menjatankan
tugasnya di wilayah hukum dan tidak
memasuki wilayah politik adalah kurang
begitu tepat (Kompas 11 Ok\ober, 2005).
Sudah barang tentu hal ini,juga akan
mempunyai dampak pada pihak-pihak
yang dapat menggerakkan mekanisme
Konstitusional kontrol oleh berbagai
lembaga negara.

Diberbagai negara didunia sebanyak lebih
kurang 78 negara yang dalam
konstitusinya juga mengenal lembaga
Mahkamah Konstitusi, semenjak Hans
Kelsen merancang undang-undang dasar
Austria dan memasukkan lembaga ini
dalam konstitusi Austria. Sebagian besara
negara-negara demokrasi yang sudah
mapan kecuali Jerman, tidak mengenal
lembaga Mahkamah Konstitusi yang
berdiri sendiri. Fungsinya dicakup dalam
fungsi Mahkamah Agung yang ada
disetiap negara (Jimly Asshiddiqie. 2003) .

Kewenangan yang diberikan kepada
Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan
menjadi dua. Yaitu kewenangan utama,

Persatuan Pelajar lndonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk lndonesia dan Membuka lndonesia untuk
Dunia

70



-t

lN OVASI Vot.S/XV| t/November 2005

dan kewenangan tambahan..Kewenangan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurututama meliputi: (a) pengujian unaa-ng- unoa-ng-un;'ang Dasar. Dengan adanyaundang terhadap. UUD, (b) memutus perumusan inr, maka lnooiesia yangkeluhan konstitusi yang didjukart oleh in"ng"nui asas demokrasi dalariirakyat terhadap penguasa (UUD Rl 1945 p"ny""f"nggrr"rn kenegaraantidak memberikan kewenangan ini kepada ;"dil;;;rk n mekanisme aemorisinyaMahkamah Konstitu,si), 
- 
. sebaiknya repaaa nu[um, yaitu uuD Rr 1945. Hak_Mahkamah Konstitusi diberi.kewenangin 'nai< 

vang lirrri o"r"* uuD Rr 1945 , darrutamanya yaitu untuk memutus memritus tata &ra pelaksanaan demokrasiconstituionar comprain yang diajukan didaramnya menjadi ramuu_ramou- nagi
I?ky3t terhadap . peng.ua:q seperti petarsanaan demokrasi. KarenaMahkamah konstitrsiAustiia, lthli, Jerman iemotraii tanpa hukum akan mengarahdan lainnya. Dengan diberikannya menjadi ,nrrki. peranggaran terhadapkewenangan tersebut, tr4ahkamih 5".Jtit-"iJrn"i oitrrrrrn-Jatam n"o"r"p,Konstitusi wajib menerima dan memutus ?:{yr. M"Jripun DpR yang anggotanyapermohonan dari rakyat bilamana _adanya dipilih dalam pemilihan umum danproduk peraturan yang berada dibawih ei"iio"n- aipiiin secara langsung olc:5undang-undang sep_erti . Keputusan rakyat, yang'uerarti keduanya mempunyaiPresiden, penetapan presiden, instruksi oasar' 'regitimasi p"*rr,irur, 

'-aJpiratit,
Presiden dan/atau peraturan presiden namun, uatam prinsip negara hukumuntuk diajukan iudiciat .revr'ew. seperti kita kedua iemuaga ini tetap dapat melakukanketahui bahwa Peraturan Presiden no g9l-anggaran iernaoap konstitusi (Harjono.55/2005 tentang harga. BBM yang 2oo3). Dengan ditetapkannya mekanismemengacu pada Undang-undang Nomor 2i pembuatan "unoang_unoang 

dalam UUDTahun 2001 tentang- Minyak- dan Gas Fl 1llS.vang meribatkan i'edua remtragaBumi dimana pasat 
,Zg aVit (2) dan (3), ini, Opn' Oal presiden, maka produktelak di dikoreksi daram luaiciat ,urie* bersama dari kedua rembaga ini, yaituMalrkamah Konstitusi pada tangg ar 21. ynd*;-r"drng" secara potensiar punDesember z0o4 karena dinirai orprt 

-r"nvir-p"ng 
dari UUD Rr 194s.bertentangan dengan uuD Rr 194s. se'buah rrio",ig-rno"ng dapat menjadiTanpa diberi kewenangan tersebut diatas ;t;k-;;g,#iii ,"ni"*, yang dirakukanmaka Mahkamah Konstitusi betum bisa oten uaoln i"gi;rrti"" ffi-;"#il;i"yr.melakukan perannya sebagai penjaga Namun, n"rusian diingat bahwa leglstativekonstitusi secara tuntas oanhenyeturui. review masih tetap didasarkan atas(c) memutus sengketa kewenangin antar pertimbangan-pertimbangan politik karenalembaga negara.. s6dangkan memang produk dari rembaga poritik.kewenangan tambahan dapat berva-riaii Kehadirin' Mantaman Konstitusi untukantara negara satu dengan y.ang rainnya. merakukan ,ii"'unoang-undang adarahuuD RI 1945 memberikan 

-keienang'an 
untuk menjaga/ menegakkan konstitusitambahan tersebut.... .berupa; 

-(a) bit;;ar;-l;;i;i petanggaran konstitusipembubara.n partai politi, (b) perselisihan oleh undang-,1no"ng Dengan mekanismehasil pemilihan urnuT, (d)' pemberian ini jeras ian*" peranan Mahkamahputusan Dewan perwakiran Rakyat atas Konstitusi aaram r"trirn"grirrndugaan pelanggaran y.ang dila{<ukan oleh lndonesia aoalan untuk menjaga janganPresiden dan/atau wakil piesiden- sampai terjadi pelanggaran konstitusi oleh
pera.nan yang diberikan kepada 

lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi yang melaksanakankewenangannya sebagai sebuah lembaga fungsi peraoiLnnya untuk melakukan ujiperadilan oleh uuD.. Rr 194-5, undlng-un6"nj hurr. membatasi dirinyamencerminkan semangkin . kuatnya langan' ""rop:ri menjadi super bodypenuangan prinsip negara hukum darim batlm pemnuaian undang_undang yanguuD Rl 1945 seterah adanya perubahan. terjebak untuk menjadi rembaga yangPilar yang sangat fundamentat yanq mempunyai hak,,veto;secara terJelubung.diletakkan dalam uuD Rr 1945 tintul Daram rrai femuuatan undang_undangmemperkuat prinsip negara hukum adalah harus dipahami secara kesistiman bahwaperumusan pada Pasar 
1 ,.v?t (2), yang terdapat tigi r*tegori substansi darammenyatakan bahwa kedaulatan 'neraOl 

tonstitusi;-ia) 
'femUuat 

undang_undang
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diberi kewenangan penuh untuk mengatur dan yang mempunyai hak merawandan menetapkan, (b) daram *""grtridr; permo-honin tersebut. Har ini tidak serarumenetapkan pembuat unoan!-unoanj benar, k#il;;m jenis perkara tertentudensan kualifikasi 
"ll1 oem.9uti.;r,,-iij Bry.' ;or oiiiil yans secara tesaspembuat undang-undang tidak oiolii ditetapkan dai"o]iarit sebagai pihak, iankewenangan untuk - -mengatur dan yang mempunyai hak untuk menjawabmenetapkan karena terah dit&apran aan atau menanggapi permohonan tersebutdiatur sendiri'oteh konstitusi. (Maruarar, si;r;;. 2003).

UUD Rl 1945 telah mendistribusikan

I:y^":11g"nlr, , kepada
oeoerapalembaga negara. j' Dalam
metaksanakan kewenangan tersebut
sangat mungkin akan terjadi dimana satu
l:_mDaga negara menggunakan
Kewenangannya melampaui batas
I:.-{:]i!s"n yang diberikan kepadanyasentngga melanggar kewenangan
le.mbaga lain. Dengin aoanya p"ir["nrn
UUD Rt 1945, hubung"n ,ni"i r"r[rg"
!!9.ara diposisikan secara fungsional, dantidak seclra hirarkis, ,"L"" Oipofrk"n
sebuah lembaga yang secara final dapat
memutus perselisihan kewenangan antarlembaga negara. Mahkamah "fon.titr.i
Derperan sebagai lembaga peradilan yangmemutus sengketa anlar' kewenrno"n,:IP".g" negara. Sebelunrnya peran-ini
otraKuKan oleh Majelis permusyawaratan
Rakyat dimana sebagai 

""Or"il;;;,pelaksana sepenuhnya kedaulatan rrkJut
ry1g,oynipotent, yang berwenang uniuk
merakukan apa saja termasuk dida'iamnya
untuk.. menmyelesaikan pers"n![etaln
yang timbul antar lembag" n"grrrl drol,diartikan bahwa peran Mahkamah
Konstitusi sebagai penjaga [on.tiiu"i
oatam sistem check, and balances antar
l"TP"gr. negara. Setanjutnya kit; ;[;"melihat bagaimana tata- caia p"norir"n
permohonan ke Mahkamah Konstituli.'--

3. Tata Cara pengajuan permohonan

Untuk melaksanakan perahannva
menjaga konstitusi, Mahkamah X".rtii,i.iollengKapi dengan mekanisme
constitutional control, digerakkan ;il;adanya permohonan dari 

-pemonon 
VrIgmemiliki legat standing untuk ,""iO"ii

kepentingannya. pemili-han kata p"rJfr""
3,1-,b_rL"1 

gugatan yang diajukan kepadauanKamah Konstitusi bilamanadibandingkan dengan Hukum n"rr"Feroata, seolah-olah perkara itumerupakan perkara yang bersifat saiupihak (.ex.parte) dan tjdak- rJ, pin*1"i"
yang ditarik sebagai pihak atau i"rrnonon

Peraturan Mahkamah Agung (pERMA) No.2 tahun 2OO2 tenianf, ' trt, 
" 
l"r"penyelenggaraan wewenang Mahkamah

Konstitusi oleh Mahkaman fgung a"i",
Pasal .1 ayat (7) dan (a) mtmEeJrlrn
permohonan dan gugatan. Terhadpa
perkara:
1. Pengujian undang_undang terhadap
^ Undang- Undang Dasar;2. Sengketa wewenang antar lembaga

!!9a1a yang kewenangannya
diberikan oleh Undang_UnAang" Jasar
Rt 1945;

3. Memeriksa, mengadili danmemutuskan pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat bahwa pr""ii"n
dan/atau wakit presiden OiOuba iefanmelakukan pelanggaran - nrfm
seoagatmana yang dimaksud dalamyasat nJ ayat (1) UUD Rl 1945 dan
perubahannva.

Diajukan dalam permol.lonan yang
lerupakan permintaan untrd< diputus. Di
?il1k. tain jika perkara, ylng' o;iirL""
adalah mengenai:

1. Pembubarana partai politik;2. Perselisihan hasilpemilihan umum.Maka harus dengan gugatan yang
merupakan tuntutan yang diazuX"n .""ril
tertulis.

Undang-undang No. 24 tahun 2003
menyebutkan bahwa semuanya diajukan
dengan permohonan secara tertulis dalam
bahasa lndonesia, ditanda t;g;;i;;pemohon/ kuasa, diajukan d;i;; - i,rangkap dan syarat_syarat yang hrrrc
dipenuhi disebuf datam pasai 31-;;i;;
sebagaiberikut:

?. Nama dan alamat pemohon;
b. Uraian mengenai perihal yang menjadi

dasar permohonan;
c. Hal-halyang diminta untuk diputus.

Permohonan itu harus pula melampirkanbukti-bukti sebagai p";J;;i;;;permohonan, yang menuniukkai
permohon bersungguh_sungguh. D;il;;Kata lain, pemohon harus mem-uat

ET;E*", 
putai", r,o
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identitas piha-pihak posifa dan petitum.
Tapi Undang-undang No. 24 tahun 2003
tidak mengharuskan disebut termohon.
Karena sifatnya yang lebih 'banyak
melibatkan lembaga-lembaga negara dan
khusus tentang pengujian undang-undang
terhadap UUD Rl 1945, yang berada
dalam posisi sebagai termohon tidak
terlalu menentukan karena putusan yang
diminta adalah bersifat deklaratif terhadap
aturan yang berlaku umum luga dilain
pihak oleh karena adanya' kewajiban
Mahkamah Konstitusi memanggil para
pihak yang berperkara untuk memberi
keterangan yang dibutuhkan dan/atau
meminta keterangan secara tertulis
kepada lembaga negara yang terkait
dengan termohon, maka yang
menentukan termohon itu adalah
Mahkamah Konstitusi. Meski tidak secara
tegas disebut perlu dimuat siapa yang
menjadi termohon, sebagai pihak yang
paling berwenang dan berkepentingan
menjawab gugatan tersebut, secara
praktis dengan penunjukan termohon.
Termohon dapat dipanggil untuk
memberikan keterangan. Bisa juga
dianalogikan keterangan tersebut dengan
jawaban dalam Hukum Acara perdita.
Hal ini untuk memenuhi tenggang waktu
yang disebut Pasal 4i ayat (3) yang
menentukan paling lambat tujuh hari kerji
sejak permintaan Hakim Konstitusi
diterima, lembaga negara vano
bersangkutan wajib menyampjikai
penjelasan. Permohonan dapat disatukan
dengan panggilan sebagaimana
disebutkan dalam Acara Perdata.

Memang secara spesifik dalam perkara
pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar tidak disebut siapa
yang menjadi termohon, taBi dalam
sengketa kewenangan antar lembaga
negara, pembubaran partai politik,
impeachment, termohon harus ditulis
secara tegas. Khusus mengernai
sengketa kewenangan antar lembaga
negara, Mahkamah Konstitusi dapat

boleh jadi tidak mempunyai arti apa_apa,
karena tidak jelas siapa yang rviriil,
melaksanakan perintah tersebut. t-lal
yang lebih tegas lagi adalah ketika
permohonan untuk rnembatalkan lrasii
qgmjlu dan pembubaran partai potitik
dikabulkan, maka harus jelas siapa vano
wajib melaksanakan keputusan nif<iri
Mahkamah Konstitusi tersebut.

Mahkamah konstitusi memeriksa.
mengadili dan memutus dalam sidanl,
plenonya dengan sembilan (9) Hakifr
Konstitusi, akan tetapidalam keadaan luar
biasa dengan tujuh (7) Hakim. ltutali
sebabnya surat permohonan diajukan dua
belas (12) rangkap, karena disamping
dibagikan pada sembilan (9) Hakim, jugi
harus disampaikan kepda presiden d-n
DPR dalam waktu tujuh (7) hari seji;tt
permohonan dicatat dalam register
perkara konstitusi. Mahkamah Agung,
menurut Pasal 53 cukup diberi tahu
tentang permohona judicial review"
Namun, tidak diatur secara tegas bahvra
permohonan disampaikan ke Mahkamah
Agung, yang mempunyai arti bahwa tidak
perlu diberkanan copy surat permohonan.
Salah satu perbedaan dengan gugatan
dalam perkara perdata adalah
permohonan yang diajukan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk dapat didaftar
harus telah menyertakhn alat bukti yang
mendukung permohonan tersebut (pasal
32 ayat (2) dan (3) UU No. 24 tahun 2003).
Karena masih ada proses untu(
memeriksa perkara dan alat-alat bukti,
maka hal ini harus ditafsirkan sebagaibukti awal yang menunjukkan
kesungguhan permohonan tersebut danbukan hanya bertujuan untuk
menimbulkan sensasi atau uji coba.
Selanjutnya kita akan membahas siapa
yang dapat mengajukan permohonan
pada bagian berikut.

3. Siapa yang Dapat Mengajukan
Permohonan

mengeluarkan penetapan yang yang berhak mengajukan permohonan kememerintahakan pihak pemohon dan/atau Mahiamah Konstiiuii adalah setiap orangtermohon untuk menghentikan sementara yang memiliki kepentingan hukum ataupelaksanaan k"y_"1,"i9.?l .yang l,"wlnangan yrnt oiung-gar dan dirugikai-i
dipersengketakan sampai dengan putusan dengan - r<aia ' rrin bahwa "y"ng
Mahkamah Konstitusi. Tanpa adanya bers-angkutan 

- 
hrru. mempunya legatpenyebutan termohon secara tegas dalam standiig untuk mengajukan permohonan.penetapan yang sifatnya menghentikan pemoh6n untuk sltiap jenis f"i[rrukewenangan sementara, maka putusan itu konstitusi berbeda.
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A. Penquiian Undanq-undanq terhadap
UUD RI 1945
Permohonan untuk pengujian undang-
undang terhadap UUD Rl 1945 tapat
dilakukan bagi yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya
sedang dan akan dirugikan dengan
berlakunya suatu undang-undang teidiri
dari:
1. lndividu atau perorangan warga negara
lndonesia;
2. Kesatuan masyarakat huktm adat
sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip negara kesatuan Republik
lndonesia yang diatur dalam undang-
undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga negara.
Keempat kategori yang disebut diatas, jika
hak dan kewenangan konstitusionalnya
dilanggar oleh berlakunya satu undang-
undang mempunyai legal standing, untuk
mengajukan permohonan.

E-_Senqketa Kewenanoan antar Lembaqa
Neqara
Pihak yang mengajukan permohonan
dalam hal ini adalah lembaga negara yang
mempunyai kepentingan langsung
terhadap kewenangan yang
dipersengketakan, akan tetapi lembagi
negara dimaksud harus secara khusus
yang kewenangannya diberikan oleh UUD
Rl 1945. Kalau ditetitidatam UUD Rt 1945
secara tegas dapat disebut MpR, DpR,
DPD, Presiden, BpK, pemerintah Daerah,
Pemerintah Provinsi yang dibagi atas
Kabupaten dan Kotamadia. Mahkamah
Agung sebagai leinbaga negara yang
memperoleh kewenangan dari UUD Rl
1945 tidak dapat menjadi pihak baik
pemohon maupun termohon dalam
sengketa kewenangan antar lembaga
negara (Pasal 65 UU 24t 2003).

C. Pembubaran Parta politik
Pemohon dalam sengketa pembubaran
partai politik adalah pemerintah dan lebih
jauh dijelaskan pemerintah pusat. Tetapi,
departemen atau lembaga dimana
ewenangnya memohon hal semacam ini
dari pemerintah pusat? Sebagai wakil
untuk mengajukan permohonan adalah
Jaksa Agung. Tapi boleh jadi datam
prakteknya nanti akan berkembang yang
akan memungkinkan mengajukan
permohanan adalah departemen-

departemen atau lembaga negara yang
mempunyai kaitan langsung dengan
alasan pembubaran partai politik. Karena
pemerintah pusat adalah kesatuan, maka
harus terlebih dahulu diperoleh izin atau
perintah atau penunjukan presiden
sebagai kepala pemerintahan.
Sedangkan alasan yang diajukan karena
ideologi, asas, tujuan, program dan
kegiatan partai politik tertentu yang
dianggap bertentangan dengan UUD Rl
1945.

D. Perselisihan Hasil Pemilu
Perselisihan hasil pemilu merupakan
sengketa tentang hasii pemilu secara
nasional yang dipandang penetapan
Komisi Pemilihan Umum mempengaruhi:
a. Terpilihnya anggota DPD;
b. Penetapan pasangan calon yang masuk
pada putaran kedua pemilihan presiden
dan wakil presiden serta terpilihnya
pasangan presiden dan vrakil presiden;
c. Perolehan kursi partai politik peserta
pemilu di satu daerah pemilihan.

Munculnya sengketa ini adalah karena
adanya perbedaan pendapat tentang hasil
perhitungan suara yang oleh pemohon
dipandang tidak benar dan hanya dapat
diajukan dalam jangka lvaktu paling
lambat 3 X 24 (tiga kati.,24 jam) sejak
Komisi Pemilihan Ur.tum"mengumumlian
penetapan hasil pemilihan umum secara
nasional. Sedangkan pemohon dalam
sengketa iniadalah:
1. Perorangan warga negara lndonesia
calon anggota DPD peserta pemilu;
2. Pasangan calon presiden/ Wakil
Presiden peserta pemilu presiden/ Wakil
Presiden;
3. Partai politik peserta pemilu.

E. Pendaoat DPR menoenai pelanqqaran
oleh Presiden dan/atau Wakil presiden
Dalam hal ini yang dapat mengajukan ke
Mahkamah Konstitusi adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Republik lndonesia
yang dalam pengambilan sikap tentang
adanya pendapat semacam ini tentu
melalui proses pengambilan keputusan di
DPR yaitu melalui dukungan ztg (dua
pertiga)jumlah seluruh anggota DpR yang
hadir dalam sidang paripurna yang dihadiii
sekurang-kurangnya 213 anggota DpR
(Pasal 7 B ayat (3) UUD Rt 1945).
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4. Kesimpulan

Peranan Mahkamah Konstitusi dalam
menjaga Konstitusi melalui kekirasaan
kehakiman meliputi kewenangan utamadan kewenangan tambahan.
Kewenangan utama meliputi; (a)
Pengujian undarig-undang tern'adap U0DRl 1945, (b) memutus mnstituional
complain yang diajukan rakyat terhadap
penguasa (UUD Rt 19!S tidak
memberikan kewenangan irti kepada
Mahkamah Konstitusi Republik lndonesia,
sedangkan dinegara lain diberikan kepada
mahkamah konstitusi), (c) memutus
sengketa kewenangan antar lembaga
negara. Sebagai kewenangan tambahan
dapat 'bervariasi antara negara satu
dengan negara lainnya. Sedangkan UUDRI 1945 memberikan kewenangan
tambahan kepada Mahkamah Konstiiusi
Republik lndonesia yaitu; (a) pembubaran
partai politik, (b) perselisihan hasil
pemilihan umum, (c) pemberian putusan
DPR atas dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh presiden dan/atau watcit
presiden.
Sebaiknya Mahkamah Konstitusi diberi
kewenangan utamanya yaitu untuk

memutus memutus constituional complain
yang diajukan rakyat terhadap penguasa
seperti Mahkamah konstitusi Austria, [ta[i,
Jerman dan lainnya. Dengan sendirinya
bisa melakukan perannya sebagai
penjaga konstitusi secara tuntas.
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Reformasi setengah hati :

Refleksi atas kegagalan pemberantasan korupsi di lndonesia

John Fresly
Program Master of Law, Niigata University,

Japanese Development Scholarship /JDS 2005
E-mail: if re slv@ ya h oo. co m

Seorang pakar hukum di ilndonesia
menyatakan bahwa perilaku korupsi di
lndonesia sudah seperti pedagang ikan di
pasar ikan. Tidak tercium lagi bau ikan
yang menyengat karena sudah bergumul
sepanjang hari layaknya busrness as
usual. Sehingga tidaklah mengherankan
ketika Transparency lnternational (Tl)
mengeluarkan laporan terbaru mengenai
indeks persepsi korupsi tahun 2005
(Transparency lntemational Comrption
Perception lndex 2005), hanya segelintir
kalangan yang memberikan komentar
bernada prihatin tentang posisi lndonesia
dalam yang berada dalam urutan ke 137
dari 158 negara atau nomor6 paling korup
di dunia. (Kompas, 19 Oktober 2005).

Posisi tersebut hanya lebih baik dari
Myanmar, satu-satunya negara anggota
ASEAN yang masih berada dibawah junta
militer. Bahkan sejak awal dikeluarkannya
laporan Tl sejak tahun 1995 lndonesia
tercatat sebagainegara yang paling korup.
(www.transpa rencv.orq/survevs/index. html
#cpi)

Lalu pelajaran apakah yang dapat ditarik
dari laporan tersebut? Benarkah korupsi
sudah sedemikiad parahnya sehingga
tidak ada lagi pihak yang mampu
mengatasinya? Apakah pengaruh korupsi
ini bagi lndonesia dalam bersaing dengan
bangsa lain di era globalisasi? Mengapa
sedemikian pentingnya pemberantasan
korupsi bagi pembangunan dan ekonomi?
Atau sebaliknya kita berdalih bahwa
laporan tersebut tidak mempunyai
kredibilitas sehingga tidak dapat dijadikan
patokan untuk menilai keadaan lndonesia
saat ini.

Pertanyaan tesebut diatas menja.di
semakin krusial apabila kita
membandingkan lridonesia dengan
negara-negara lain yang posisinya lebih

baik. Berdasarkan metodologi yang
digunakan dalam laporan tersebut yang
menggunakan data dan analis dari
kalangan pengusaha dan para pakar
hubungan internasional dapat dilihat
bahwa korupsi sangat berkaitan dengan
pengelolaan pemerintahan yang
transparan dan demokratis serta iklim
kondusif untuk melakukan investasi global.

Kinerja pemerintahan SBY dalam
pemberantasan korupsi

Sebagai suatu lembaga internasional yang
diakui kredibilitasnya maka laporan Tl
akan mempunyai dampak yang buruk bagi
pemulihan ekonomi di lndonesia. Sulit
membayangkan perbaikan citra lndonesia
hanya dengan retorika pemberantasan
korupsi tanpa suatu tindakpn konkrit dan
menyeluruh di semua unq#j pemerintahan
dan kehidupan masyaraKat.

Presiden Yudhoyono menyadari bahwa
pemberantasan korupsi merupakan salah
satu agenda politik yang harus menjadi
prioritas kabinet lndonesia Bersatu. Oleh
sebab itu sejak mulainya pemerintahan
SBY tanggal 20 Oktober 2004, Presiden
menaruh perhatian dalam penanganan
kasus korupsi- Hal ini tercermin dalam
pengungkapan beberapa kasus besar
antara lain tindak lanjut pengungkapan
kasus pembobolan bank BNI 1946, kasus
korupsidi Komisi Pemilihan Umum (KPU),
kasus illegal logging, kasus
penyelundupan BBM Pertamina dan
terakhir dugaan kasus korupsi di
Mahkamah Agung .

Namun demikian setelah satu tahun
pemerintah SBY, tampaknya upaya
pemberantasan korupsi masih terlalu
sedikit dan terkesan berjalan di tempat.
Fenomena korupsi masih menjadi
buslness as usual dan sudah tak asing
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